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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

RSUD Kota Salatiga terletak di tengah-tengah Kota Salatiga
Semarang, berjarak 47 Km dari Kota semarang, 53 Km dan Kota Solo
dan 100 Km dan Kota Jogjakarta serta dilalui oleh jalan arteri primer
Semarang Selo. Secara morfologi wilayah Kota Salatiga berada di
daerah pedalaman kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil
antara lain . Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung
Fayung Rong yang membuat hawa Kota Salatiga cukup sejuk.

RSUD Kota Salatiga berdin pada tahun1978 sebagal RSU kelas
D (SK Menkes RI No 134/MENKESISK/IV/T8) meski pada saat itu
bangunan RS masih menumpang di RS DKT Salatiga Tahun 1978
gedung R&U mulai di bangun di Jatan Osamaliki No. 19 Salatiga dan
selesal serta mulal ditempati pada tahun 1983 Pada tahun 1988 RSU
Kota Salatiga kelas D menjadi kelas © dengan diterbitkannya SK
Menkes Rl No. 105/MENKES/SK/88)

Pada tahun1892 diusulkan menjadi RS unit Swadaya Daerah
namun baru pada tahun 1983 diuji coba sebagai RSU Unit Swadaya
Daerah dengan SK Walikotamadya Tk/ |l Salatiga Nomor . 445/042

tahun 1993. Pada tahun 1895 ditetapkan sebagai RSU Unit Swadaya
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Daerah dengan SK Mendagri Rl No.45 /2142/PUQD dan Perda Kota
Dat |l Salatiga No. § tahun 1993

Berdasarkan Perda Kota Salatiga No 6 tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi LembagaTeknis daerah Kota Salatiga/
BPRSUD Kota Salatiga dan pada tahun 2008 diterbitkan Perda Kota
Salatoga No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga hingga pada akhirnya pada
tahun 2008 berdasarkan SK walikota No 080/358/2008 RSUD kota

Salatiga dinyatakan sebagai BLUD.™

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 15 responden di
RSUD Kota Salatiga yang kesemuanya adalah pasien dewasa atau
bukan anak menurut peraturan  perundang-undangan atau
telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya., mampu
berkomunikasi secara  wajar tidak _mengalami kemunduran
perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit
mental  sehingga -mampu . membuat keputusan secara bebas
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Permenkes RI
No.290/Menkes/Per/IIIF2008 Tentang FPersetujuan Tindakan

Kedokteran. diperoleh stratifikasi pasien berdasarkan kategor latar

" Profil Rumah Sakit Umum daerah Kota Salatiga, 2009
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belakang tingkal pendidikan, klas kamar rawat inap maupun jenis

kelamin adalah sebagai berikut

Tabel 1

Latar Belakang Responden Ditinjau dari Aspek Tingkat Pendidikan,
~ Klas Kamar Rawat Inap Maupun Jenis Kelamin

Jenis

Stratifikasi Responden kelamin | (das Kamar
Berdasarkan Kategori Tingkat = Jumlah & Wanit I
Pendidikan Pria > VIPC |
Tamat Pendidikan Dasar 9 | ' '

~ Tahun . 2 5 | 3_ 1. 1.6.
Tamat Pendidikan SMA 4 1 ™% | 3 1
Tamat Pendidikan D3 s/d T | T ]
sarjana §r . : 1_ ?_, 1 |

Total 15 B Fs E%1 1|7

Sumber.  Data pimer, wawangara responden d RSUD Kota Salatiga 2005
Adapun hasil penelitian terkait dengan keterangan responden
tentang persepsi responden perihal aspek hukum perikatan upaya

dalam transaksi terapeutik adalah sebagai berikut

1. Persepsi Responden tentang Ada Tidaknya Hubungan Hukum
dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap ke-15 responden ada
tidaknya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik dapat ditarik

hasil wawancara sebagai berikut .
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Diagram 1
Persepsi Responden tentang Ada Tidaknya Hubungan Hukum
dalam Transaksi Terapeutik (n=15)

= Memanami

& Tidak Memaham)

Sumber Data’primer wawancara responden di RSUD Kata Salatiga 2004

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 15 orang responden
ternyata ada 11 responden (73,3%) yang memahami bahwa
transaksi terapeutik mengandung hubungan hukum. sedangkan
empal responden (26,7%) tidak mengetahui adanya hubungan
hukum dalam transaks) terapeutik, Empat responden yang
menjawab tidak mengetahui, dapat dipilahkan lagi menjadi dua
kelompeok, yakni dua orang responden (13.35%) berpandangan
bahwa tidak ada hubungan hukum dalam transaksi terapeutik
antara dokter dengan pasien. serta dua responden sisanya
{13.35%) menyatakan tidak tahu

Ditinjau dari latar belakang tingkat pendidikan responden
responden yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan SLTP
atau sederajal ke bawah yang berjumiah delapan orang

responden memilki persepsi sebagai berikut
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Diagram 2
Persepsi Responden yang Berlatar belakang Pendidikan Setingkat
(SLTP) ke bawah tentang Ada Tidaknya Hubungan Hukum dalam
Transaksi Terapeutik (n=8)

u respanden berpendapat bahwa dalam
transdks) e dpetik terdapat hubungan
hukum

®responden berpendapar babhwa dalam
fransaksi terapetik tidak terdapat

niFbungan hukum

responden menyatakan tidak tahu

sumber ! Data pnmer_wawancara respondemd) RSUD Kota Salatiga, 2009

Responden yang memiliki tingkat pendidikan setingkat
pendidikan dasar SLTF atau setara ke bawah sebanyak selapan
orang memiliki persepsi bahwa dalam transaksi terapeutik
terdapat hubungan hukum sebanyak empat responden (50%),
sedangkan dua responden (25%) berpandangan bahwa dalam
transaksi terapeutk tidak terdapat hubungan hukum dan dua
responden (25%) lainnya menyatakan tidak tahu perihal adanya
hubungan hukum dalam transaksi terapeutik.

Responden vyang beratar belakang tingkat pendidikan
setingkat SMU atau sederajat sebanyak empat responden dan
responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat D-3/5-1
atau sederajat ke alas sebanyak tiga responden berpandangan
bahwa dalam transaksi terapeutik terdapat hubungan hukum

(100%).
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Berdasarkan paparan iersebut memperlihatkan bahwa latar
belakang tingkat pendidikan responden memiliki korelasi dengan
persepsi responden tentang hubungan hukum dalam transaksi
terapeutik. Semakin tinggi latar belakang pendidikan responden
maka persepsi responden tentang ada tidaknya hubungan hukum
dalam transaksi terapeutik juga semakin sempurna.

Persepsi Responden tentang Berlakunya Hubungan Hukum
dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara langsung terhadap 11 responden
yang memiliki perseps! bahwa transaksi terapeutik mengandung
hubungan hukum dapat ditarik perseps! responden tentang kapan
berlakunya hubungan hukum dalam fransaksi terapeutik sebagai

herikut

Tabel 2 :
Persepsi Responden tentang Sejak Kapan Teradinya
 Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=1 1T)__
Persepsi Pasien tentang Sejak Kapan Responden
Hubungan Hukum dalam Transaksi~
Terapeutik Terjadi o ’ |

' sgjak pendaftaran diri 2 18,18

lahu sejak ada  kesepakatan | S
_ pasien dengan dokter/iRS ! MOS3 | ATLET

jumlah |© % %

—

| sejak masuk RS 3 | 2027
| sejak masuk UGD 2 | 1818
Tidak sejak diperiksa 1 | 09.09]
tahu | Sejak terjadi hal hal yang . 09.09
 tidak diinginkan iy
tidak tahu 1 0909
100

Total 1110000

Sumber = Data pnimer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009
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Delapan responden yang memiliki latar belakang pendidikan
setingkat SLTP atau sederajat ke bawah memiliki persepsi tentang
sejak kapan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut
terjadi, adalah sebagai berikut .

Diagram 3
Persepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat

SLTP ke Bawah tentang Sejak Kapan Hubungan Hukum dalam
Transaksi Terapeutik Terjadi (n=8)

A zeiak masuk JGD
i sejak posien datang ke RS
A zgjak ada kesepakatan dokler dengan pasien

W ridak ada hubungan hukum

o fidak tahiu

Sumper . Data pnmer, wawsncara responden di RSUD Kota Salatiga 2009

Adapun responden vyang berlatar belakang pendidikan
terakhir SMU atau sederajat yang berjumlah empat orang,
masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda, sebagai

berikut:

A



Diagram 4 -
Persepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan
Setingkat SMU tentang Sejak Kapan terjadinya Hubungan Hukum
dalam Transaksi Terapeutik (n=4)

M ozejak awal pemeriksaan
B sgjak datang ke RS

+sojak pasien mendafarkan din

M sejo el bl -hal vang tidak dilnginkan

Sumper’ Data primer wawancara responden ¢ RSUD Kota Salatiga 2008
Selanjutnya tiga responden yang memiliki latar belakang
pendidikan setingkat D-3/S-1 atau setara keatas. masing masing
memiliki pandangan yang berbeda-beda yakni
- Diagram 5~
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat

D3/S1 ke Atas Perihal Sejak Kapan Terjadinya Hubungan Hukum
dalam Transaksi Terapeutik (n=3)

Hspiak pasjen dirawat di RS

Wi sgjak pasien datang dan merasa mantap di
"5

L seiak pasien mendaftarkdn dirisecara
admministratif

sumper | Data pnmer, wawancars responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Dari 11 responden yang memahami bahwa transaksi

terapeutik mengandung hubungan hukum, persepsi tentang kapan
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hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut berakhir

adalah sebagai berikut -

Diagram 6 .
Persepsi Responden tentang Kapan Berakhimya Hubungan
Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=11)

s |dk pasien pulang __J 16,36

ketika sang dokler menimggalb dunia. @

manrakals dukler telah selesai. o
sejak pasicn memingeal dura 0

sefak ada kesepakatan B - j 18,18

- d 2/.2%

s jak pdalen semiuh ‘1‘ 909

a 20 ai

Sumber  Dala primer, wawancara responden di RSUD Kata Salatiga, 2008
Empat (4) dari 8 responden yang memiliki latar belakang
pendidikan setingkat pendidikan dasar ke bawah (SLTP) yang
memahami adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik,

berpandangan sebagai berikut ;
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Diagram 7 .
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan
Setingkat SLTP Ke Bawah tentang Sejak Kapan Berakhimya
Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (N=4)

W spjak gasen pulang ke R

8 sByak-a0a kesepakatan dokter dongan
e 3hen

Sumber Data pnmer wawancararesponden di RSUD Kota Salatiga, 2009
Di antara 4 responden yang memiliki - latar belakang
pendidikan setingkat SMU atau sederajat yang responden
memahami adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik,
berpandangan sebagai berikut .
_ -~ Diagram8 "
Persepsi Respanden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU

tentang Sejak Kapan Berakhirnya Hubungan Hukum dalam
Transaksi Terapeutik (n=4)

=% ak pasien sambuh
% sejak pasien sudah-tidak e mer lukan lag
penangaranadokier

sejak pasicn meninggal dunia

® manakala dokter ralah szlesai melaksanakan
kewajibannya dan atau meninggal dumia

Sumber  Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009
Persepsi 3 responden yang memiliki latar belakang

pendidikan setingkat D-3/8-1  perihal kapan berakhirnya

hubungan hukum yang ada berpandangan sebagai berikut -
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[(hagram 9 .
Persepsi Responden Berlatar Belakang pendidikan setingkat
D3/51 ke Atas Perihal Sejak Kapan berakhirnya Hubungan
Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=3)

k cejak selesainya perawatlan kesehatan

W sejakserelan herakhirnya pengobstan
yang ditentukan dokler

#Sefak setelal) pasien pulang dari Rumah
Sakit

sumber yData primer, wawanoara responden di RSUD Kaia Salatiga, 2009

Berdasarkan dar paparan data tentang persepsi responden
tentang kapan terjadinya hubungan hukum dalam. transaksi
terapeutik di atas memperlihatkan bahwa latar belakang tingkat
pendidikan responden tidak terlalu signifikan/memiliki korelasi
dengan persepsi responden tentang sejak kapan terjadinya
hubungan hukum dalam transaksi terapeutik

Persepsi responden yang berlatar’ belakang  tingkat
pendidikan wajib belajar 8 tahun (SLTP) ke bawah justru memiliki
prosentase kebenaran yang lebih tinggl dan pada responden yang
memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun
responden yang berlatar belakang tingkat pendidikan setingat D-
3/5-1 ke atas memiliki prosentase kebenaran yang lebih tingqi dari
pada responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat

SMU.
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Namun demikian dari paparan data tentang kapan
berakhirnya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik di atas
memperlihatkan bahwa latar belakang tingkat pendidikan
respenden tidak terlalu  signifikan memiliki korelasi dengan
persepsi responden tentang sejak kapan hubungan hukum dalam
transaksi terapeutik berakhir karena secara umum persepsi para
responden merata, meski berbeda-beda dan memiliki kebenaran
sendirn-sendinl berdasarkan landasan teoritis hukum. yakni sejak
pasien sembuh atau pasien sudah tdak lagi memerlukan
penanganan dokier atau pasien meninggal dunia dan atau
manakala dokter telah selesai melaksanakan kewajibannya atau

meninggal dunia

. Persepsi Responden tentang Sifat Perikatan Hukum dalam
Transaksi Terapeutik

Berdasarkan hasil wawancara. persepsi 11 dan 15
responden yang memahami bahwa dalam transaksi terapeutik

mengandung hubungan hukum dapat dipaparkan sebagai berikut
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Diagram 10 :
Persepsi Responden tentang Sifat Perikatan hukum dalam
Transaksi Terapeutik (n=11)

U nerikatan usahe {inspanning verbiceenis)
M penkatan hasl iresultaats verbintens)

A perikatac sl dan'perikatan usaha

Sumber Dala pamer, wawancara responden di R5UD Kota Salatiga, 2008
Selanjutnya 4 responden yang memiliki tingkat pendidikan
SMU 'yang memilki pandangan perihal sifat perikatan hukum

dalam transaksi terapeutik adalah sebagai berikut

Diagram 11
Persepsi Responden yang Berlatar belakang setingkat SMU
tentang Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik Dilihat dari
Sifat Perikatannya (n=4)

4 pendapst responden babwa sifat nenkatan
Hukam dialam hiobongan hakum transaks|
merugakan perikatan wsabiad pir] anjsan

beii=aha
W openuapal respondes BE tw e 1 perikatan

dalamibungan busum tersenat aekilah
purikatan Nasl

i penda pat responcenba e dalarm ransak s
teraprtk tordbd sl hubungan nukdm dengan
sifat perkatan Jdsana R oy el KEOE N YE

Sumber . Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatga 2009

Persepsi tentang sifat penkatan hukum dalam transaksi
terapeutik merupakan hal yang fundamental bagi pasien, karena

implikas) persepsi menyangkut hal tersebut sangat berpengaruh
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terhadap persepsi hak maupun kewajiban pasien terhadap
dokter/RS.

Berdasar paparan data perihal persepsi responden tentang
sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik memperlihatkan
bahwa secara umum pasien telah mengerti bahwa sifat perkatan
hukum dalam transaksi terapeutik adalah pernkatan upaya
(Inspanming verbinters).

Namun demikian hasil penelitian memperlihatkan bahwa
latar belakang pendidikan responden tidak memiliki korelasi yang
signifikan ternadap persepsi responden tentang sifat perikatan
hukum dalam transaksi terapeutik. Hal tersebut terlihat manakala
perseps| responden yang berlatar belakang tingkat pendidikan
dasar (SLTP) ke bawah justru lebih banyak memiliki pandangan
yang benar perihal sifat perkatan hukum dalam transaksi
terapeutik dibandingkan -dengan responden  yang berlatar
belakang pendidikan SMU atau sederajat, dengan perbandingan 3
.2 (75% - 80%), meskipun 3 responden yang beflatar belakang
pendidikan D-3/S-1 ke atas yang memiliki persepsi bahwa sifat
perikatan hukum dalam transaksi terapeutik adalah perikatan

upaya (100%)
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Persepsi Responden tentang Hak Pasien dalam Transaksi
Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap 15 responden tentang
persepsi responden terhadap hak-hak pasien dalam transaksi
terapeutik, dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Diagram 12 .
Persepsi Responden tentang Hak Hak Pasien dalam Transaksi
Terapeutik (n=15)

nak atas pelayanan lamkesMaz B E 5

hak ata: kesemnuhan | 13.2

hak albas Bnduikan media yang tepapdan
vk

bk ates 1okam medis S8 G R

qak untuk.manalak tindakan medis
{irfapm rafusall

=—Tmfl
higk atas FECorc Splﬂ'lﬂﬂ .: b

higk atas irformasimedis | Lo e o St 15,5

nak aras peldyonan kesehatan yang

ik cdan Legdt - o N TNES L

iy, 10 0w30 40 00068 70 BE SO

sumber Daia primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga 2009

Adapun persepsi tentang hak-hak pasien dalam transaksi
terapeutik, 8 responden yang mempunyai latar belakang
pendidikan setingkat SLTP ke bawah tentang, dapat disimpulkan

sehagal berikut
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Diagram 13
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat
SLTP Ke Bawah tentang Hak-hak Pasien sebagaimana diatur
dalam Pasal 45 Ayat (3) UUPK (n=8)

hak untuk mendapatkan isl rekam
medis

hak untuk menniak tindakan medis ﬁ 125

hak untuk mendapatkan pelayanan
sesuai dengan kebutuhan medis

fak untuk dapar meminta pendapat
dokter atau dokter gigrlain

0

hak writuk mendapatkan penjelasan
Ak X
lengkap tentang tindakan medis e

0 20 4o . 60\ %eo 1o
Sumber - Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga 2009

‘Sedangkan persepsi tentang hak-hak pasien dalam transaksi
terapeutik, 4 responden yang mempunyal latar belakang

pendidikan setingkat pendidikan tingkat atas (SMU) atau
sederajat, dapat disimpulkan sebagai berkut -

Diagram 14 :
FPersepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan
setingkat SMU tentang Hak hak Pasien dalam Transaksi
Terapeutik (n=4)

S hak uriluk meminta penielasan i‘entang sakit yang
diderita, danhakUntuk mendapatkan pelayanan
ket hatandpenanganan yang baik

M nak informast medis atau penjelasan yang
jelas, pengobatan sesual dengan yang
ikeluhkan/kehendak pasien, pelayan yang baik

s hakomeminta kesembuhan, meminta perawatan
dan pasien dilayani sebaik-balknya

& hak untuk sembuh

Sumber | Data primer. wawancara responden di RSUD Kota Salatiga 2009
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Persepsi 4 responden yang mempunyai latar belakang
pendidikan setingkat SMU atau sederajat tentang hak-hak pasien
dalam transaksi terapeutik yang telah memperoleh jaminan
perlindungan perlindungan hukumnya berdasarkan Pasal 52
UUPK. dapat disimpulkan sebagai berikut .

Diagram 15
Persepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan setingkat

SMU tentang Hak hak Pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 52
ayat (3) UUPK (n=4)

hek untak me napatkan i 4 rekam
meds

nakantux menclak tindzkan medic [q]

Fa= untuk mendapatkan pelay anan - aak 98
ensa et pan vt uluhan medis

Faw uniuk dapat meminta pendg pat
goster Atau dorter gigl lan

i 1 AP <08El SRl &0 7O O8O

Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatga, 2009
Demikian pula 3 responden yang berlatar  belakang

pendidikan D-3/5-1 ke atas memiliki pandangan sebagai berikut :
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Diagram 16 .
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat
D3/51 ke Atas Perihal Hak-Hak Pasien dalam ransaksi Terapeutik
(n=3)

@ hakuntuk mendapatkan penjalasan perihal sakit
yang sedang diderita dan mendapatkan updya
keseharan yang diperlukan dengdn perawatan

terbaik

B hgk untuk mendapatkan pelayanan yang bak
sprarsprofesional

o hak untUk-memintd pelayanan yvang baik, hak
dtas penjeldsan medis tentang sakit yang
diderita, hak atas secondopinian, hak untuk
menolak tindakan medis, dan Rakatas rekdm
medis '

Sumper  Data primer, wawancararesponden dirRSUD Kota Salatiga 2009

5. Persepsi Responden tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien
dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap 15 responden tentang
kewajiban-kewajiban pasien dalam transaksi terapeutik, diperoleh
data sebagai berikut.

Diagram 17 .
Persepsi Responden tentang Kewajiban-kewajiban Pasien dalam
Transaksi Terapeutik (n=15)

ke S wnk Lk rrvem bayaT . - & :
I ! et e o o BCG

neraw@tan dan pengobatan
kewaliban untidksnentsay - e
arudrEn/nasehat govre e
R A urriuk mentaati peralJdran
A5 e

rwed|ioan untuk menghormat dokTar u (s

s ik e gk y
| [ H R
ersyarat zn administra s

¥] 20 1w il =l ik

sumber  Data primer. wawancara responden oi RSUD Kota Salatiga, 2009
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Adapun persepsi 8 responden yang berlatar pendidikan
setingkat SLTP ke bawah memiliki pandangan sebagai berikut -
Diagram 18 :
FPersepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat

SLTP Ke Bawah tentang Kewajiban Pasien dalam transaksi
terapeutik (n=8)

menjelaskan kelulan saldnye SRR 125
melongka pl pErEYaratan %
whern e wsg -3
M DAYEr Diaye SermwWatan ':-—;-—n-___.:ga B7.5
Mmeraat peratin. mis = i = i 87

0 L)

Sumber Data primer, wawancara respanden d RSUD Kota Salatiga. 2009
Apabila persepsi 8 responden di atas dikonfrontasikan
dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK

adalah sebagai berikut

Diagram 19 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP
Ke Bawah tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien sebagaimana
diatur dalam Pasal 53 UUPK (n=8)

membpen<an imoglan jasa atas

1" yel g dikerima Mu;u....."m..n_i 87.5

(AN

mematunl <étentuan yang berlaka o
saTand pelayanan kesehatan

memmat uh Masinat dan petunjuk
dokter atau dokter g

a N 100

Sumber  Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009
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Sedangkan perseps| 4 responden yang berlatar belakang
pendidikan setingkat SMU adalah sebagai berikut

Diagram 20 -
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan SMU tentang
Kewajiban-Kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=4)

b kewaliban Lrtuk mertzat perintah
dokter, termasuk tata tertit RS dan mwenpelankan
anjuran dokrer

B kewaiban untuk mentazn peratin
A5, mefghormar dokter dan membayar bisya
pREEEw ATArR

e k@WA| D3N Urtuk TAakdampatih ol srjuran
dokter, patuh pada obat yang diboskan serta
membayar biaya prrawatan

i kewajiban untuk mangiits anjuran dukter gan
mermbEvar Diava perawatan

Sumber : Data primer, wawaneara respanden di RSUD Kota Salatiga, 2005
Dari persepsi 4 responden di atas manakala dikonfrontasikan
dengan kewajban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK
adalah sebagai berikut :
Diagram 21
Persepsi Responden Berlatar belakang Pendidikan setingkat SMU

Tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien sebagaimana diatur dalam
Pasal 53 UUPK (n=4)

kewajiban untuk mengikuli gnjuran 28
dokter dan membayar Haya.. H

kEwajinan untuk mematuhi ketentuan ﬁ I8
kKetoniean yang ru/ xso

kewdlban untuk mematuhi nasehat | F
danpetun|uk dokter atau dokteor gigi u 104
kewajiban untuk memberikan
informasi yang lengkap dan |ujur

0 Ay 40 6 20 00 120

Sumber Data primer. wawancara responden di RSUD Kaota Salatiga, 2009
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Sedangkan persepsi 4 responden yang berlatar belakang
pendidikan setingkat SMU adalah sebagai berikut .

Diagram 20
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan SMU tentang
Kewajiban-Kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=4)

W kewaiiban untuk montaati perintah
frktes fermasuk tute Lertib RS dan menjalankan
amuran clakioer

B kpwaIngl gtk montaats peraturan
RS, ragfphi Wal dukter dar membayar biaya
G b

e b unlok tebaan patuh péﬂ_i anjuran
cokter, palubs padye ubat yvang ciberikan sema
mermibayar biayasporawatan

B ke ban untuk mengikutl anjuran dokterdan
el iy Didy S pesawatan

sumber  Data primer wawancara respanden di RSUD Kota Salatiga, 2009
Dari persepsi 4 respanden di atas manakala dikenfrontasikan
dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK
adalah sebagai berikut :

Diagram 21 .
Persepsi Responden Berlatar belakang Pendidikan setingkat SMU
Tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien sebagaimana diatur dalam
Pasal 53 UUPK (n=4)

kl.:"wd]lt.ll:illt uriuk rﬂEﬂﬂ]le‘ll anjuran - 8
dokterdan memhayar Biaya.. d
kewajiban untuk mematuhi kelenluan-

ke lentudn yang ru sso E

kewajiban untuk mematuhi naschat .~ 100
dan petunjuk dokter atau dokier gigi
4

25

kewajiban unluk memberikan
informasi yang lengkap dan jujur .

a 20 40 B0 B0 100 120

sumber  Data pnmer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2008
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Persepsi 3 responden yang berlatar belakang pendidikan
setingkat D-3/S-1 ke atas adalah sebagai berikut .

Diagram 22 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat
D3/51 ke Atas Perihal Kewajiban-Kewajiban Pasien dalam
Transaksi Terapeutik (n=3)

& kewajiban paiien untuk membayar Dy
perawatan

E kewall ban untuk mengisuteangiran
Hoktar, mentazti peratutan-RS d3n
membayar linzs Blaya perawatin

mengikuti petunjuk dokter dan membayva
bigya perawstan

Sumber Data primer , wawangara i@spanden i RSUD Kota Salatiga, 2009

Dari persepsi 3 responden di atas jika dikonfrontasikan
dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK
adalah sebagai berikut .

Diagram 23 -
Rersepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat
D3/51 ke atas Perihal Kewajiban-kewajiban Pasien Sebagamana
telah Diatur dalam Pasal 53 UUPK (n=3)

kewaliban kntuk memberikan

mbalan |53 &Tas peiavanan yang m 1040

direrira

wawd itharn untiuk msmatabg

ketentuan yang herlaku disarana w 133

pelayaran kasehatan
kewajibar untuk mematuhi nasehat ﬂ _—
dan petunuk dokter atau dekrer gigi o
A&l BD BD 100 120

sumbear  Data primer wawancara responden di RSUD Keota Salatiga, 2009
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Berdasarkan data tersebut, meskipun responden tidak
memiliki pemahaman secara merata, terstruktur dan menyeluruh
perihal kewajiban-kewajban pasien namun semua kewajiban-
kewajiban pasein sebagamana telah diatur dalam (Pasal 53
UUPK) telah berhasil dieksplorasi dan dipahami oleh responden
secara penuh, pun kewajiban pasien ditinjau dari segi maral dan
administrasi

Hal yang menarik dari data di atas adalah bahwa respon
ketaatan responden tentang kewajiban pasien untuk membayar
imbalan jasa dokter dan kepatuhan terhadap anjuran dokter sera
ketaatan terhadap tata tertib RS memiliki presentase yang tinggi
pada semua reponden dengan seqala latar belakang. Meski kalau
dipersandingkan, responden yang berlatar belakang pendidikan
setingkat D-3/5-1 ke atas terkait kewajiban untuk member
imbalan |asa kepada dokter prosentasenya paling tinggi

Sedangkan persepsi responden baik yang berlatar belakang
pendidikan setingkal SMU maupun D-3/5-1 ke atas tentang
kewajiban pasien untuk memberikan infoermasi yang lengkap dan
jujur  tentang masalah kesehatannya justru 0%, padahal
respanden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SLTP
sebanyak 12 5%

Secara keseluruhan responden yang berlatar belakang

pendidikan setingkat SLTP memilki varian persepsi responden



tentang kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK lebih hanyak
dari pada responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat
SMU  bahkan dengan responden yang berlatar belakang

pendidikan setingkat D-3/5-1 ke atas sekalipun.

Persepsi Responden tentang Hak-hak Dokter dalam Transaksi
Terapeutik

Berdasarkan wawanecara terhadap 11 responden vyang
memaham bahwa transaksi terapeutik mengandung hubungan
hukum dapat ditarik hasil wawancara sebagai berikut ;

Diagram 24

Persepsi Responden tentang Hak-Hak Dokter dalam Transaksi
Terapeutik (n=15)

nak untuk mendapatkan honorarilm - . Bl
— R Lo
dtas jasa profesinya .-"'_1’.'-_‘&!!&&. _'_..'_.j
hak untuk mercapatkan keterangan
S o 264
medis Jdarl pasien S

Rk untuk mendapatkan gerlincungan i
nagi dokier tt'J.IiI Lhe

ndl writuk merentuldr trfakar mecis T3
Lagi pasien O

Sumber Data pruner, wawancara responden di RSUD Kota Salatga 2008

Adapun persepsi 4 dan 8 responden yang berlatar
pendidikan setingkat SLTP ke bawah memiliki pandangan sebagai

berikut
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Diagram 25 .
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP
Ke Bawah tentang Hak Hak Dokter (n=4)

nax untuk melakukar tindakar medis
dem| kebalkan pasier meskipun pasien
mennlak

25

hik st porhndungan hukem ﬁ ¥

hak untuk mengetahu kondise dan s
riwayat penyakit pasion ﬁgm o

9 10 TRQ  I0DEeS@asch 70 B0

Sumber Data pnmer wawancara respenden di RSUD Kota Salatiga 2008

Terkait dengan hak-hak dokter ke-4 orang responden
berpendapat sama yakni mempereleh honorarium, Serta satu
orang berpendapat lagi yaknl hak untuk mendapat keterangan dari
pasien serta mendapatkan perlindungan hukum. manakala
persepsi ke-4 responden di atas  dikonfrontasikan dengan
kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 50 UUPK adalah

sebagal berikut
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Ciagram 26 .
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat
SLTP Ke Bawah tentang Hak Hak Dokter sebagaimana diatur
dalam Pasal 50 UUPK (n=4)

ki hak untuk memperoleh perlindungan hukum
sepanjang melaksdnakan tugas sesual denpgan
standar prafes| dan standar prosedur operasional

E hakuntuk memberikan pelavanan medis menurut
standar profesi dan standar prasedur aperasicnal

hak untuk memperoleh infarmasiyang lengkap
dan [ujur dari pasien atau keluarganya

Sumber Data primer wawancara responden d RSUD Kota Salatiga, 2009
Sedangkan persepsi ke-4 respenden yang berlatar belakang
pendidikan setingkat SMU adalah sebagai berikut |

Diagram 27
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU
tentang hak hak dokter sebagamana ketentuan Pasal 50 UUPK
(n=4)

hakuntuk memperaleh informas! yang g o
lenpkap dan |ujur dani pasieldanme m 3

hakuntik membeikan pelayanan
medis menurut standar grofesydans.

hak untuk memperoleh peclindungan = 28
Rk sepanang melaksanakan: m "

Frdk untuk menerima imbalan
jasa/hanararium

5]

100

4] 24 40 &l A0 100 120

sumber  Data pnmer. wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Berdasarkan hal-hal tersebut meskipun responden tidak

memilki pemahaman secara merata, terstruktur dan menyeluruh
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perihal hak-hak pasien namun semua kewajiban-kewajiban pasien
sebagaimana telah diatur dalam (Pasal 50 UUPK) telah berhasil
dieksplorasi dan dipahami oleh responden secara penuh, pun hak-
hak pasien ditinjau dan segi moral dan adminstrasi.

Sedangkan persepsi responden tentang hak hak dokter
dalam transaksi terapeutik memperiihatkan bahwa secara umum
responden mengerti bahwa dokter berhak atas honorarium
(100%), dam hak untuk memperoleh perlindungan hukum
Sedangkan hak-hak yang lain responden dengan latar belakang
pendidikan masing masing memiliki persepsi yang menyeluruh
meskipun tidak merata dengan korelasi yang tidak terlalu
signifikan karena persepsi para responden tidak jauh berbeda
meski masih parsial.

Justru hak dokter yang demikian penting bagi kepentingan
pasien yakni - hak dokter untuk memperoleh informasi yang
lengkap dan jujur dari. pasien atau keluarganya secara umum
masih rendah (26 5%) sedangkan responden dengan latar
belakang pendidikan setingkat D-3/5-1 ke atas justru tidak ada
yang mengetahui (0%)

Responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat
SMU sebanyak 25%, namun justru responden yang berlatar

belakang pendidikan setingkat SLTP ke bawah sebanyak 75%
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7. Persepsi Responden tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter

dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap 11 responden yang
memahami bahwa transaksi terapeutik mengandung hubungan
hukum dapat ditarik hasil wawancara sebagai berikut :

Diagram 28 |
Persepsi Responden tentang Kewajiban-kewajiban Pasien dalam
lransaksi Terapeutik (n=15)
kicwiapibaer wnbek memberikan . :
tinchibar rped ki paca pasien

kewalban untuk melakokan
wunfnganvisite kepada pasier

| —

kirwajiban urtuk bertanggunglawab
atds kezembuhan pasien

11,2

kewaibar qintk DTh N T R | PR
(gl ‘ b6

melis
kewgiban Untuk mer;alarkan praktik R
cedakteran B
EEwaiban untel tidah boalch manolak et
H E.6
PRSI WA T Brutuifikar
kewajinan untuk mamberikarn
pernjeiasar medis atas sakit vanp

o] e 4 G A LK)

Sumber Data pimer, wawancara responden di REUD Kaota Salatiga. 2009
Adapun persepsi 4 responden 8 responden yang berlatar
pendidikan setingkat pendidikan dasar (SLTP) ke bawah memiliki

pandangan sebagai berikut
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Diagram 29
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat
SLTP ke bawah yang Memahami Perihal Kewajiban-kewajiban
Dokter (n=4)

memhberipenjelasan, naschal, dan 50
unjuram fﬁEdiﬁ “
mengawasi perkembangan pruses 50
penyembuhan m e
memeriksa dan member gbat scaudi = 100
peryakit pasien m -
bersediauntuk dipanggil setisp waktu “i L5
malakukan tidakan medis cecara —— &4 <)
sepera M P
doktor harus menolong pasien yang = - !
ttidak . I ——— />
membutunkan partalesrgan{tidak ..,
0 a0 60, 80 100120

Sumber Data primer, wawancara responden dt RSUD Kota Salatiga, 2009

Kemudian manakala persepsi ke-4 responden di atas
dikonfrontasikan dengan kewajiban-kewajiban pasien herdasar

Pasal 51 UUPK adalah sebagai berikut .
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Diagram 30 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP
Ke Bawah tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter sebagaimana
diatur dalam Pasal 51 UUPK (n=4)

kewaiban untuk menambba ilmu
pengetahuar dan mengikut i
perkemoangan dmu kedokteran dan ..

kewajiban untuk melakukan

poerikermanusaan, kecuali bila la yakin

kewapibon untok merahasiakan segala
requaty wang dieetghuinga tentang
pazien, balikan juga setelah pasien

o

Eowva iDaEn unEUK merujuk paseen ke
dukler atad dokrer gigi laim yang 0
mempunyai keahliar atau

i 20 40 hil 53

Sumber Data primer, wawancara responden d| RSUD Kota Salatiga, 2008

Selanjutnya persepsi 4 responden yang berlatar pendidikan

setingkat SMU memiliki pandangan sebagai berikut .
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Diagram 31 -
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU
tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 51 UUPK (n=4)

kowdjban untuk menambah bmu
penpetahuan dan mengikut
perkembangan ilmu kedokteran atdu
kedokteran gigi

kewsajiban untuk melaksanakan
portolungasn darurat atas segala
perkemanisiaan, kocual il A yakin
ada vrang fain yang bertugas.dan .

kowajiban untuk marahasiakan segala
sesuati yang diketahuinya tentang
pazien, bahkan jugs setelah pasicn itu
meninggal dunia

kewajiban untuk meraiuk pasien ke
dokter atau dokier gigi 13in yang
mermpunyal keahlian atau Kemamauan
wang lekih baik, apahila tidak manipd...

kowajiban unmik memberikan

pelgyanan madis sesual dengan standar | y ~ - s
pratesi dan standar prasedur £

cperasinnalserta kebutuhan medis
0 14 20 30

Suwmber  Data primer wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Persepsi 3 responden yang berlatar belakang pendidikan

setingkat D-3/5-1 keatas memiliki pandangan sebagai berikut :

93



Diagram 32 .
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan D3/S1 ke atas
Perihal Kewajiban-kewajiban Dokter (n=3)

i kewajiban untuk menalanksn petayanan
kesehatan dergan bark sorta membert anjuran
anjuran medis kepaty pasien

o hewaiban etk memberikan tincakan pelayanan
kesehatan verg baik

kowaiban untuk meberl penjelasan selelas
clasnya, visite gan

pemerikiaan, bemanzeungjzwab terhadap
pasien,serta men apa tahesia medis

Sumbper Data primer, wawancara responden 4 RSUD Kota Salatiga, 2009

Kemudian manakala persepsi ke-3 responden di atas
dikonfrontasikan dengan kewajiban kewajiban pasien berdasar

Pasal 51 UUPK, diperaleh hasil sebaga berikut

Diagram 33 °
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP
Ke Bawah tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter sebagaimana
diatur dalam Pasal 51 UUPK (n=4)

kewajiban untuk moendrmibha iy
pengetabuan dan mengikutie

kEwajlban untuk mefakukan iz
pertolongan darurar atas dasar.. W o

ke iban unouk prerah asiakan seedl
sosustu yang diketahuinya tentanps

kewanben uniick meruiuk pasien o
dokter alau dokter gigi lain yang

wewajihae uetuk memperi pelayanan it
miedis sesum dengan standar prafes. _

] 50 10 150

]

Sumber Data primer, wawancara responden di REUD Kota Salatiga, 2009
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Persepsi responden dan semua tingkatan pendidikan pasien
terhadap kewajban dokier sebagaimana diatur dalam Pasal 51
UUPK hanya berhenti pada kewajiban dokter untuk membenkan
pelayanan medis sesual dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional serla kebutuhan medis. Adapun kewajiban
dokter yang lain, yakni (1) kewajiban untuk merujuk pasien ke
dokter atau dokler gigi lain’ yang mempunyai keahhan atau
kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan
suatu pemeriksaan atau pengobatan, kemudian (2) kewajiban
untuk menambah idmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan
ilmu - kedokteran atau kedokieran gigi sama sekal tidaklah
dimemgerti semua responden pada semua tingkatan pendidikan.

Perseps) responden perihal kewapban untuk merahasiakan
segala sesuatu yang dikelahuinya tentang pasien tidak dimiliki
oleh responden yang berlatar belakang pendidikan Setingkat
SLTA atau sederajat. Adapun persepsi tentang kewajiban untuk
melakukan perolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali bila 1a yakin.ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya juga tidak dimiliki ¢leh responden yang berlatar
belakang pendidikan SLTP maupun D-3/S 1 dan atau sederajat

Demikianlah deskripst tentang persepsal responden dan
pasien rawat inap di RSUD Salatiga Kota tentang aspek hukum

perikatan dalam transakst terapeutik, meski belum bisa



merepresentasikan segenap pasien rawat inap RSUD Kota
Salatiga apalag) pasien rawat inap maupun non rawat inap sccara
keseluruhan, namun desknpsi sebagaimana dipaparkan di atas
dapat dijadikan gambaran kasar penhal realitas perseps| pasien
secara umum, secara khusus atas 15 orang responden yang
diteliti guna ditindak lanjuti lebih jauh dan komprehensif

Berpijak dari data di atas, persepsi responden tentang aspek
hukum perikatan dalam transaks: terapeutik tidak menyeluruh dan
berdasar ketentuan normatif akan bermplikasi pada mode! respon
komplain pasien manakala menjalani pelayanan madis dengan
segala ouf put-nya

Salah satu persepsi responden yang demikian fatal lerkait
dengan ada tidaknya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik
adalan pada responden yang berlatar belakang pendidikan
setingkat SLTP ke bawah yang menyatakan fidak ada dan tidak
tahu “sebanyak 50 % dan 8 dari 15 responden (266 %)
Sedangkan 73,6 % responden yang berlatar belakang pendidikan
setingkat SMU.dan_D-3/5-1 mengetahti adanya hubungan
hubungan hukum dalam transaksi terapeoutik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasien
demikian  berpengaruh  terhadap persepsi responden  terkail

dengan aspek hukum dalam lransakst terapeutik. Berdasarkan

kesimpulan dan data tersebut maka aspirasi pasien terhadap
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kepentingan hukum pasien terhadap hak-hak kewajiban-
kewajiban baik 26 6% responden untuk mendapatkan pelayanan
kesehatanan sebagaimana  ditentukan undang-undang sangat
berganlung pada praktek penyclenggaraan |asa pelayanan
kesehatan dan pihak dokler'RS  Sedangkan, dan 73 6%
responden lainnya manakala dikontekskan pada realitas persepsi
responden tentang sifat hubungan terapeutik, hanya terdapat
39 9% dan keseluruhan responden yang memiliki persepsi yang
benar perihal sifat hubungan perikatan dalam transaksi terapeutik

Demikianiah gambaran persepsi responden yang bersumber
dan lercermin dar aspek kognitif persepsi pasien menurut
pendapat Bimo Walgito. pleh karenanya paparan di| atas meimang
belum bisa menampilkan perspsi fespanden secara  utuh
herdasarkan dua aspek perspsi yang lain yakn aspek afektf dan
konasi.

Meskipun demikian telinik pengambilan data dengan
menggunakan wawancara yang mendalam memiliki kesahihan
data yang akural karena dalam proses penggalian data dengan
metode wawancara yang mendalam terjadi suatu  interaksi
langsung dan disadari diantara responden dengan penelti.

Berheda dengan aspek afektif dan  persepsi, yang
membutuhkan sarana-sarana pengambilan data yang bersumber

dari kondisi emosi individu responden yang dilatarbelakangi

9/



pendidikan moral dan etika yang didapatkan sejak  kecil
Diperlukan  tehnik  pengambilan  data  lewat  serangkaian
wawancara yang mendalam dengan pendekatan iimu psikologi
maupun sosiologi

Berbeda pula dengan aspek kanasi, yang bersumber dan
menyangkul sikap, perilaku. aktivitas dan motif responden dimana
tehnik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dalam
jangka wakiu @ tertentu untuk bisa merekonstruksi persepsi
responden.

Oleh karena itu, penggalian data dengan cara wawancara
yang mendalam terhadap aspek kognis) responden secara ugum
telah berhasil mendeskripsikan persepsi pasien dari 15 responden
yang diambil dengan metode cluster random sampling tentang
aspek hukum perikatan upaya dalam transaksi terapeutik di RSUD

kota Salatiga.
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